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SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN D/.N PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG

JABATAN, KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGA N DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M/ HA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN D/ N PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Perifuran Presiden Nomor
106 Tahun 2014 tentang Tunjanzan Kinerja Pegawai di
Lingkungan  Badan  Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan perlu menetapkan P’craturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan “’embangunan tentang
Jabatan, Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja di
Lingkungan  Badan  Pengawasan KKeuangan dan
Pembangunan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noror 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tihuan 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor -H0 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan “emerintah Nomor 16

Tahun 1994 tentang Jabaten Fungsional Pegawai

Negeri...
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Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Neg:ra Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tamr bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Pertbahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tamjahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41 )4);

Peraturan Pemerintah Nomo: 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negei1i Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20)3 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengang atan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Nege:i Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20')9 Nomor 164);
Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kinerja bagi P:gawai Negeri Sipil di
Lingkungan Badan Pengavasan Keuangan dan
Pembangunan (Lembaran Nezara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 229);

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsion.u Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan...
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Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lzmbaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telth beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja L mbaga Pemerintah Non
Departemen (Lembaran Negiua Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 10);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tuges Eselon 1 Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah teralhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 110 Tahua 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non Departemen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor [ 1);

Keputusan Kepala Badan Penzawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KE 2-06.00.00-080/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

Keputusan Kepala Badan Pen jawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KE!’-06.00.00-286/K/2001
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketujuh /.tas Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Keuangen dan Pembangunan
Nomor KEP-06.00.00-286/K/2 )01 Tentang Organisasi

dan...
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dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dar Pembangunan Aceh,
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagaimana telah ¢ iubah dengan Peraturan
Kepala  Badan Pengawas an Keuangan dan
Pembangunan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Kepaa Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh,
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi
Tenggara (Berita Negara Rerublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1261);

Peraturan Kepala Badan Pen awasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kera Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita
Negara Republik Indonesia Taliun 2014 Nomor 1241);
Peraturan Kepala Badan Pen;;awasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kera Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Keptulauan Bangka Belitung,
Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Provinsi Kalimantan Teangah, Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi Gorontalo, Prosinsi Maluku Utara dan
Provinsi Papua Barat (Be'ita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TENTAMG JABATAN, KELAS
JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGANN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara BPKP yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah Pegaw:i Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah dengan ‘erjanjian Kerja (PPPK)
yang diangkat oleh pejabat pe:nbina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undanga .

2. Jabatan adalah kedudukan ying menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang den hak seorang Pegawai
Negeri dalam suatu satuan org:mnisasi negara.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintal .

4. Jabatan Administrasi adalah s-:kelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkeitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkezitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkar. pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

6. Kelas Jabatan adalah pengel)mpokan jabatan hasil
dari penilaian bobot suatu pel erjaan yang terdiri dari
kelas satu (1) sampai dengan :elas delapan belas (18)
sebagai salah satu dasar pembcrian besaran tunjangan

kinerja Pegawai.

7. Tunjangan...
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7. Tunjangan Kinerja adalah tuijangan yang diberikan
kepada pegawai yang besar: nnya didasarkan pada
hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja

pegawai.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai yang m::mpunyai jabatan di
lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan
Tunjangan Kinerja setiap bular .

(2) Pegawai diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan
Kelas Jabatan.

(3) Kelas Jabatan sebagaimana (limaksud pada ayat (2)
terdiri atas Kelas:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Jabatan Administrasi; dan
¢. Jabatan Fungsional.

(4) Kelas Jabatan untuk mnasing-masing jabatan
sebagaimana dimaksud padi ayat (3) dan besar
tunjangan kinerja yang diberikan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II
dan Lampiran Il yang mcrupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), dibayarkan te -hitung mulai Bulan Juli
2014.

(2) Tunjangan kinerja sebagaiinana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan mcmperhitungkan capaian

kinerja pegawai setiap bulannja.

Pasal 4...
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Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana limaksud pada Pasal 2

ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan
BPKP yang:

a.

@

(1)

nyata-nyata  tidak mempinyai tugas/jabatan/
pekerjaan tertentu pada BPKP;

diberhentikan sementara terdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 19 56;

diberhentikan dari jabatan aegeri karena menjadi
pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan
mendapatkan uang tunggu berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun (979 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Perat iran Pemerintah Nomor
19 Tahun 2013;

dipekerjakan atau diperbantuk an pada Badan/Instansi
lain di luar lingkungan BPKP;

menjalani Masa Persiapan Pen:iun atas bebas tugas;
menjalankan cuti di luar tangg ingan negara;
dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau
Pemberhentian Tidak dengar Hormat (PTDH) atau
dalam proses keberatan atas l.edua hukuman disiplin

tersebut ke Badan Pertimbange n Kepegawaian.

Pasal 5

Dalam hal pegawai di lingkun zan BPKP yang diangkat
sebagai pejabat fungsion:l dan mendapatkan
tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan
sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas
jabatannya dengan tunjingan profesi pada

jenjangnya.

(2) Apabila tunjangan profesi yar g diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada

tunjangan...
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tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang

dibayarkan adalah tunjangan p-ofesi pada jenjangnya.
Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala ini mu ai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Pcngawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan pada Badan
Pengawasan Keuangan dan Pemlangunan, dicabut dan

dinyalakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala ini mulai erlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Bcrita Negara Republik Indo 1esia.

Ditetapkan d. Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
KEPALA BAL AN PENGAWASAN
KEUANGAN JAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK I DONESIA,

ttd

MARDIASMC

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AMIR SYAMSUDIN

isugi dengan aslinya,
3ukum dan Hubungan Masyarakat



